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égzg:\eleryftg;¥dg_2024 The provision of credit by financial institutions carries a risk that the loan may

Revised : 27-09-2024 not be repaid on time; in other words, the debtor may default (break a promise)

Accepted : 29-09-2024 to the financial institution. Default refers to non-compliance or negligence in

Published: 01-10-2024  fylfilling obligations that have been stipulated in the agreement between the
lender and the borrower. This study aims to analyze and understand the legal
regulations related to credit agreements when the debtor defaults according to
the laws and regulations in force in Indonesia, to analyze and understand the
legal consequences in resolving disputes due to bad credit carried out by PT Bank
Negara Indonesia to debtors who default in Decision Study Number 464 / Pdt.G
/2021 / PN Mdn, as well as analyzing and understanding the judge's decision in
resolving creditors' bad credit agreements through an auction of mortgage
execution rights carried out by PT Bank Negara Indonesia to debtors who default
(Decision Study Number 464 / Pdt.G / 2021 / PN Mdn). This research is a
normative legal research with a descriptive analytical case approach. The data
collection techniques used in this study were library research and interviews. The
data analysis technique used was a qualitative approach technique including
data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the
study show that: (1) The legal status related to bad credit agreements according
to Indonesian law has been regulated in the Civil Code (KUHPerdata), Law
Number 10 of 1998 concerning amendments to Law Number 7 of 1992
concerning Banking and other applicable regulations. (2) The legal
consequences in resolving disputes due to bad credit carried out by PT Bank
Negara Indonesia to debtors who are in default (Study of Decision Number
464/Pdt.G/2021/PN Mdn) are that the debtor is subject to a fine as compensation,
the collateral will be confiscated, the debtor sells his assets to pay off the credit
and pay the costs of the case. (3) Legal considerations of the judge in resolving
disputes due to bad credit carried out by PT Bank Negara Indonesia to debtors
who are in default (Study of Decision Number 464/Pdt.G/2021/PN Mdn), namely
a) Kashmiri (debtor) as Debtor and Arrears Obligations, b) Legal steps taken by
PT. Bank Negara Indonesia, ¢) Auction Process by PT. Bank Negara Indonesia
and the Medan State Asset and Auction Service Office, d) Kasmiadi's arguments
as debtor and Judge's Considerations, €) Rejection of Kashmiri's Petitum
(debtor) and f) Rejection of Seizure Petitum and Legal Costs
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Abstrak

Pemberian kredit oleh lembaga keuangan membawa risiko di mana pinjaman mungkin tidak dapat dilunasi
tepat pada waktunya; dengan kata lain, debitur mungkin melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap
lembaga keuangan. Wanprestasi merujuk pada ketidakpatuhan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban
yang telah diatur dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisa dan mengetahui pengaturan hukum terkait perjanjian kredit ketika pihak debitur
melakukan wanprestasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk
menganalisa dan mengetahui akibat hukum dalam penyelesaian sengketa akibat kredit macet yang
dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia kepada debitur yang melakukan wanprestasi pada Studi Putusan
Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Mdn, serta menganalisa dan mengetahui putusan hakim dalam penyelesaian
perjanjian kredit macet kreditur melalui lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank
negara Indonesia kepada debitur yang melakukan wanprestasi (Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PN
Mdn). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus yang bersifat
deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research
(studi kepustakaan) dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik pendekatan
kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa : (1) Kedudukan hukum terkait perjanjian kredit macet menurut perundang-undangan
di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan
peraturan yang berlaku lainnya. (2) Akibat hukum dalam penyelesaian sengketa akibat kredit macet yang
dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia kepada debitur yang melakukan wanprestasi (Studi Putusan
Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Mdn) yaitu debitur dikenakan denda sebagai ganti kerugian, benda yang
dijadikan jaminan akan disita, debitur menjual asetnya untuk melunasi kredit dan membayar beban biaya
perkara. (3) Pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa akibat kredit macet yang dilakukan
oleh PT Bank negara Indonesia kepada debitur yang melakukan wanprestasi (Studi Putusan Nomor
464/Pdt.G/2021/PN Mdn) yaitu a) Kashmiri (debitur) Sebagai Debitur dan Kewajiban Tunggakan, b)
Langkah Hukum yang diambil PT. Bank Negara Indonesia, c) Proses Lelang oleh PT. Bank Negara
Indonesia dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, d) Argumen Kasmiadi sebagai
debitur dan Pertimbangan Hakim, ¢) Penolakan Petitum Kashmiri (debitur) dan f) Penolakan Petitum Sita
dan Biaya Perkara.

Kata Kunci : Hak Tanggungan, Lelang, Perjanjian Kredit Macet, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Seperti kasus yang terjadi pada putusan nomor 464/Pdt.G/2021/PN Mdn, dimana Kasmiadi
selaku penggugat melawan PT Bank Negara Indonesia Cabang Medan selaku Tergugat I dan
Kementerian Keuangan RI selaku Tergugat II. Kronologi awal dimana Kasmiadi meminjam kredit
sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PT Bank Negara Indonesia dengan
jaminannya sebidang tanah SHM No.200/Karang Anyar tertanggal 28 Januari 2002 atas nama
Kasmiadi yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara. Pinjaman tersebut dimaksud untuk menambah modal usaha Kasmiadi.
Selama masa pembayaran pelunasan hutang kredit Kasmiadi tidak mengalami masalah dan selalu
membayar hutangnya, akan tetapi ditengah perjalanan pembayaran Kasmiadi mengalami kesulitan
dan mengalami kemacetan dalam proses pembayaran utang-utangnya beserta bunganya
dikarenakan selama menjalani usaha Kasmiadi mengalami kerugian dan di tipu oleh pihak ke-3
sehingga pihak debitur memohon kepada kreditur untuk memberikan keringanan dalam
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pembayaran kredit. Bank memiliki hak untuk menyetujui atau menolak permohonan
restrukturisasi dari debitur. seorang debitur dapat direstrukturisasi apabila memenuhi dua kriteria
yaitu: debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dan debitur masih
memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit
direstrukturisasi.

Akan tetapi permohonan keringanan pembayaran kredit yang disampaikan oleh Kasmiadi
kepada pihak Bank atau Tergugat ditolak oleh pihak Bank dikarenakan pihak Bank merasa usaha
yang dijalankan pihak Kasmiadi memiliki prospek yang tidak baik dan dinilai tidak mampu
memenuhi kewajiban serta pihak Bank tidak dapat menyetujui pelunasan kredit yang dimohon
oleh pihak Kasmiadi dengan nilai yang diminta yaitu sebesar Rp 358.000.000,- sedangkan pihak
Kasmiadi seharusnya masih memiliki hutang kredit sebesar 479.032.742,- kepada pihak kreditur.
Sehingga pihak bank menyatakan bahwa Kasmiadi telah melakukan wanprestasi dan pihak Bank
mengambil langkah untuk melelang jaminan yang pernah dijaminkan Kasmiadi saat meminjam
kredit tersebut untuk menutup utang-utangnya Kasmiadi, walaupun sudah dilelang harga jaminan
yang dijual juga tidak akan mampu menutupi utang Kasmiadi yang menunggak karena banyaknya
bunga. Mendengar hal tersebut karena jaminannya telah di lelang, Kasmiadi tidak terima dan ia
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan untuk meminta keadilan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang
akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana klausula-klausula hukum terkait kredit macet di Indonesia?

2. Bagaimana akibat hukum dalam sengketa kredit macet yang dilakukan oleh PT Bank Negara
Indonesia kepada debitur yang melakukan wanprestasi ?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa akibat kredit macet yang
dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia kepada debitur yang melakukan wanprestasi (Studi
Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Mdn)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Jenis penelitian merupakan penelitian yuridis
normatif,Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus.Teknik analisis data yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dalam
penelitian ini penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Klausula Hukum Terkait Kredit Macet Akibat Adanya Debitur Yang Melakukan
Wanprestasi Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia

Konteks hukum perbankan di Indonesia, perjanjian kredit mencakup berbagai klausula
yang menentukan persyaratan, hak, dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Klausula-
klausula tersebut, seperti syarat penarikan pinjaman, pernyataan debitur, dan ketentuan
perlindungan terhadap penghasilan bank, menjelaskan dengan rinci struktur dan mekanisme
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perjanjian. Proses pemberian kredit melibatkan tahapan pengajuan permohonan, penelitian
berkas kredit, hingga persetujuan pemberian kredit. Dengan menekankan keabsahan suatu
perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian kredit memberikan landasan hukum yang
kuat untuk menangani aspek-aspek penting seperti ketentuan tambahan, penutup, dan
penghapusan perjanjian kredit. Dengan demikian, perjanjian kredit menetapkan kerangka
hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak terkait dalam proses pemberian kredit,
memberikan arahan dalam mengatasi sengketa, dan mengukuhkan hak dan kewajiban
masingmasing pihak dalam ranah kreditur-debitur.

Analisis perjanjian kredit tersebut, klausula-klausula terkait landasan hukum, syarat
penarikan pinjaman, pernyataan debitur, dan ketentuan perlindungan terhadap penghasilan
bank menegaskan struktur dan persyaratan perjanjian secara rinci. Proses pemberian kredit
diuraikan melalui tahapan pengajuan permohonan, penelitian berkas kredit, hingga persetujuan
pemberian kredit, sementara ketentuan tambahan dan penutup melibatkan aspek pilihan hukum
dan forum penyelesaian sengketa. Klausula-klausula seperti Negative Covenant dan Klausula
Kelalaian membentuk kerangka kewajiban dan pembatasan debitur, sementara ketentuan
penghapusan perjanjian kredit merujuk pada Pasal 1381 KUHPerdata, mencakup berbagai
kondisi termasuk pembayaran, penawaran pembayaran tunai, dan keadaan keuangan debitur.

Perjanjian tersebut juga menggaris bawahi pentingnya keabsahan suatu perjanjian,
sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai tolak ukur dalam sistem perjanjian di
Indonesia. Dengan mencermati aspek-aspek ini, perjanjian kredit memberikan kerangka hukum
yang kuat untuk melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses pemberian kredit, mengatasi
sengketa, dan menentukan kewajiban serta hak-hak masing-masing pihak dalam konteks
hubungan krediturdebitur.

2. Analisis Akibat Hukum Dalam Sengketa Kredit Macet Yang Dilakukan Oleh PT Bank
Negara Indonesia Kepada Debitur Yang Melakukan Wanprestasi

Akibat Hukum penyelesaian sengketa akibat kredit macet yang dilakukan oleh PT Bank
Negara Indonesia Kepada debitur yang melakukan wanprestasi (Studi Putusan Nomor
464/Pdt.G/2021/Pn Mdn) mengacu pada dampak atau konsekuensi hukum yang timbul dari
penyelesaian sengketa yang terjadi antara PT Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai kreditur
dan debitur yang melakukan wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran kredit. Penelitian ini
mengkaji secara mendalam putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri
Medan dengan nomor perkara 464/PDT.G/2021/PN MDN. Penyelesaian sengketa tersebut
merujuk pada upaya untuk menemukan solusi hukum terhadap situasi di mana debitur tidak
mampu atau enggan memenuhi kewajiban pembayaran kredit kepada BNI. Dalam penelitian
ini, perhatian diberikan pada bagaimana proses penyelesaian sengketa diatur berdasarkan
hukum yang berlaku dan bagaimana hakim mengambil keputusan berdasarkan fakta dan bukti
yang ada. Analisis tersebut mencakup peninjauan terhadap peraturan perbankan yang mengatur
hubungan antara kreditur dan debitur, serta aspek-aspek hukum yang relevan dalam
penyelesaian sengketa semacam ini. Akibat hukum dari putusan tersebut dapat berdampak pada
kedua belah pihak, yaitu BNI sebagai kreditur dan debitur yang melakukan wanprestasi, serta
implikasi yang lebih luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan
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pelaksanaan kontrak. Dengan menganalisis studi ini, akan diperoleh pemahaman yang lebih
baik tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus penyelesaian sengketa kredit macet,
termasuk implikasi dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, studi ini juga
dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana sistem perbankan
menghadapi tantangan hukum dan bagaimana pengadilan menilai dan menyelesaikan kasus
semacam ini.

Berdasarkan analisis putusan Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/Pn Mdn dapat diketahui
bahwa akibat hukum penyelesaian sengketa akibat kredit macet yang dilakukan oleh PT Bank
Negara Indonesia kepada debitur yang melakukan wanprestasi yaitu :

a. Debitur dikenakan denda sebagai ganti kerugian

Apabila debitur mengalami wanprestasi dalam melunasi hutang, kreditur memiliki hak
untuk mengenakan denda sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul akibat
keterlambatan pembayaran.

b. Benda yang dijadikan jaminan akan disita

Apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya dan terdapat jaminan yang dijadikan
sebagai pengaman kredit, kreditur berhak untuk menyita dan menjual benda jaminan
tersebut untuk mendapatkan pembayaran. Dalam putusan ini benda yang disita adalah
Surat Tanah SHM Nomor.200/Karang Anyar tanggal 28-01-2002 atas nama KASMIADI
yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara.

c. Debitur menjual asetnya untuk melunasi kredit

Apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya secara penuh, debitur dapat menjual aset
miliknya untuk membayar sebagian atau seluruh kewajiban hutang kepada kreditur. Dalam
hal ini debitur berkemungkinan besar harus menjual asetnya karena hasil pelelangan tanah
yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Medan tidak dapat menutupi denda dan bunga yang dimiliki.

d. Membayar beban biaya perkara

Apabila debitur menggugat kreditur atau terlibat dalam proses hukum terkait kewajiban
hutang, debitur dapat diharuskan membayar biaya perkara yang timbul selama proses
peradilan. Dalam putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/Pn Mdn, Kashmiri (debitur) dinyatakan
berada di pihak yang kalah, maka kepada Kashmiri (debitur) dibebankan membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu Rp.2.010.000,-(Dua juta sepuluh ribu rupiah).

Dalam putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/Pn Mdn, Kashmiri (debitur) tidak mampu
membuktikan klaimnya bahwa sisa hutangnya hanya sebesar Rp.358.000.000. PT. Bank Negara
Indonesia selaku Kreditur telah mengambil langkah hukum yang sah dan telah mengirimkan
surat peringatan kepada Kasmiadi (debitur) terkait hutang macet. PT. Bank Negara Indonesia
juga telah melaksanakan proses lelang terhadap jaminan hutang secara benar dan mengikuti
prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan ini, pengadilan menolak petitum
(permohonan) yang diajukan oleh Kasmiadi (debitur). Debitur dianggap berada di pihak yang
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kalah dalam perkara ini dan dikenai kewajiban membayar biaya perkara yang timbul selama
proses peradilan. Semua bukti yang telah diajukan oleh berbagai pihak dalam persidangan telah
dipertimbangkan oleh majelis hakim dan dianggap cukup, sehingga tidak diperlukan
pertimbangan lebih lanjut mengenai bukti tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 464/PDT.G/2021/PN MDN, terkait
penyelesaian sengketa antara PT Bank Negara Indonesia (BNI) dan debitur yang wanprestasi,
memberikan gambaran mendalam mengenai dampak hukum yang timbul akibat kredit macet.
Debitur yang tidak dapat membuktikan klaimnya diwajibkan membayar denda sebagai ganti
kerugian, dan benda jaminan, seperti tanah, disita untuk menutupi kewajiban. Selain itu,
putusan menegaskan bahwa debitur harus menjual asetnya guna melunasi sebagian atau seluruh
hutang kepada BNI, yang dapat mencakup denda dan bunga yang terakumulasi. Pihak debitur,
dalam hal ini Kashmiri, juga dikenai beban biaya perkara sebagai pihak yang kalah dalam
persidangan.

Keputusan ini mencerminkan pentingnya aspek hukum dalam perjanjian kredit
perbankan dan perlindungan hak tanggungan sebagai upaya kreditur untuk menjamin pelunasan
utang. Peraturan perbankan, seperti yang ditegaskan dalam putusan, menuntut perjanjian
tertulis dan penilaian seksama terhadap kemampuan debitur. Dengan menganalisis studi ini,
kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum diaplikasikan dalam
kasus kredit macet, sekaligus menggambarkan tantangan hukum yang dihadapi oleh sistem
perbankan dalam menangani wanprestasi debitur. Implikasi lebih lanjut mencakup biaya
perkara yang harus ditanggung debitur, yang dapat memberikan pandangan jelas tentang
bagaimana pengadilan menilai dan menyelesaikan kasus semacam ini.

3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Mdn

Proses pelelangan dalam penyelesaian sengketa akibat kredit macet, seperti yang
dijelaskan dalam Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Mdn, mengikuti sejumlah tahapan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, terdapat penetapan harga limit
lelang, di mana pihak yang menyelenggarakan lelang, mungkin PT Bank Negara Indonesia
(BNI) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, menetapkan batas harga
untuk objek yang akan dilelang. Kedua, dilakukan pengumuman lelang, yang mencakup
informasi tentang objek lelang, harga limit, tempat, waktu pelaksanaan lelang, dan persyaratan
peserta lelang. Setelahnya, calon pembeli mendaftarkan diri untuk mengikuti lelang dengan
mengajukan dokumen identitas dan persyaratan lainnya.

Proses selanjutnya adalah pelaksanaan lelang, di mana peserta lelang dapat menawar
harga di atas harga limit. Pelelangan umumnya dipandu oleh seorang pelelang atau notaris.
Pemenang lelang, yaitu penawar dengan penawaran tertinggi, diumumkan pada akhir lelang.
Pemenang lelang kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan penawaran mereka. Setelah
pembayaran, objek yang dilelang diserahkan kepada pemenang lelang, dan pemindahan
kepemilikan diurus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses tersebut juga dapat
melibatkan pelunasan hutang oleh debitur. Jika hasil lelang lebih tinggi dari jumlah hutang
debitur, kelebihan tersebut dapat digunakan untuk melunasi hutang lain atau dikembalikan

6250



Vol : 1 No: 5, Oktober - November 2024
E-I1SSN : 3046-4560

JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara l’** *
https://jicnusantara.com/index.php/jicn (N

kepada debitur. Namun, jika hasil lelang tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang,
debitur tetap bertanggung jawab untuk membayar sisa hutang.

Proses pelelangan yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (BNI) dan Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Nomor
464/Pdt.G/2021/PN Mdn, nampaknya telah mengikuti prosedur yang diatur oleh peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Langkah-langkah yang mendukung kesesuaian tersebut
mencakup penetapan harga limit, pengumuman lelang yang mencakup detail objek lelang,
harga limit, tempat, dan waktu pelaksanaan, serta persyaratan pendaftaran peserta. Proses lelang
itu sendiri melibatkan tahap pendaftaran peserta, pelaksanaan lelang yang memungkinkan
peserta untuk menawar di atas harga limit, dan pengumuman pemenang lelang. Pemenang
lelang kemudian diumumkan, dan proses selanjutnya, seperti pembayaran dan pemindahan
kepemilikan, diindikasikan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis maka diketahui bahwa putusan hakim terkait kasus ini,
tampak jelas bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia. Poin penting yang mendukung keabsahan putusan hakim mencakup
wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, dalam hal ini, keterlambatan dan kurangnya kualitas
dalam melaksanakan prestasi sesuai perjanjian kredit. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata,
debitur yang terbukti melakukan wanprestasi diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian, dan
bunga. Pengecualian diberikan jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak melaksanakan
perikatan atau ketidak tepatan waktu pelaksanaan perikatan disebabkan oleh kejadian yang tak
terduga dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Putusan hakim mengakui
wanprestasi ini dan memberikan konsekuensi hukum sesuai ketentuan tersebut.dalam konteks
penyelesaian sengketa, tindakan PT. Bank Negara Indonesia yang melakukan pelelangan
terhadap agunan debitur juga diatur dengan baik sesuai dengan Pasal 6 UUHT. Pasal tersebut
memberikan wewenang kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak
tanggungan melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan.
Dengan demikian, pelelangan yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia sesuai dengan
prosedur hukum yang diatur dalam perundang-undangan.

Dari hasil keseluruhan analisis, pertimbangan hakim telah memadukan aspek-aspek
fakta, hukum, dan ketentuan perundang-undangan yang relevan. Hakim secara tegas dan cermat
menghubungkan perbuatan wanprestasi debitur dengan konsekuensi hukum yang sesuai,
termasuk pelaksanaan pelelangan oleh pihak kreditur. Dengan demikian, dapat dinyatakan
bahwa putusan hakim dalam kasus ini mencerminkan kepatuhan terhadap hukum positif di
Indonesia

KESIMPULAN

1. Ketentuan klausula hukum terkait perjanjian kredit macet akibat wanprestasi debitur di
Indonesia, yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, dan peraturan lainnya, memberikan dasar hukum bagi kedudukan hukum
perjanjian kredit. Menurut konteks perbankan, terdapat dua bentuk perjanjian kredit tertulis,
baik yang dibuat dibawah tangan maupun oleh notaris, harus memenuhi syarat objektif untuk
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tidak batal demi hukum. Jika debitur melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi
kewajiban, hukum memberikan konsekuensi berupa ganti biaya, ganti rugi, dan bunga yang
harus ditanggung oleh debitur. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan hukum bagi bank,
seperti PT Bank Negara Indonesia (BNI), untuk menuntut hak-hak tersebut dalam penyelesaian
sengketa kredit macet.

2. Akibat hukum dalam sengketa kredit macet yang dilakukan oleh PT Bank negara Indonesia
kepada debitur yang melakukan wanprestasi (Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Mdn)
yaitu : a) Debitur dikenakan denda sebagai ganti kerugian; b) Benda yang dijadikan jaminan
akan disita; Dalam putusan ini benda yang disita adalah Surat Tanah SHM Nomor.200/Karang
Anyar tanggal 28-01-2002 atas nama Kasmiadi yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan
Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. ¢) Debitur menjual asetnya untuk
melunasi kredit; Debitur berkemungkinan besar harus menjual asetnya karena hasil pelelangan
tanah yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Medan tidak dapat menutupi denda dan bunga yang dimiliki. d) Membayar beban
biaya perkara; Dalam putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/Pn Mdn, Kashmiri (debitur) dinyatakan
berada di pihak yang kalah dan dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini yaitu Rp.2.010.000,- (Dua juta sepuluh ribu rupiah).

3. Pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa akibat kredit macet yang dilakukan
oleh PT Bank negara Indonesia kepada debitur yang melakukan wanprestasi (Studi Putusan
Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Mdn) yaitu: a) Kashmiri (debitur) Sebagai Debitur dan Kewajiban
Tunggakan; Hakim mengakui Kasmiardi (debitur) sebagai debitur PT. Bank Negara Indonesia
dengan hutang yang menunggak atau dikategorikan sebagai macet. b) Langkah Hukum yang
diambil PT. Bank Negara Indonesia; Hakim menjelaskan bahwa PT. Bank Negara Indonesia
tidak sesuai perjanjian kredit dengan mengirimkan Surat Peringatan kepada Kasmiadi (debitur)
untuk melunasi hutang macet. Hakim merujuk bukti surat tersebut untuk menunjukkan proses
yang benar dalam tindakan PT. Bank Negara Indonesia terhadap hutang yang belum terlunasi.
c) Proses Lelang oleh PT. Bank Negara Indonesia dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Medan; Hakim menyatakan PT. Bank Negara Indonesia langkah tepat lelang. Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan juga menjalani proses yang benar, termasuk
penetapan harga dan pengumuman lelang. Hakim merujuk pada bukti proses lelang oleh Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan. d) Argumen Kasmiadi sebagai debitur dan
Pertimbangan Hakim; Hakim menguraikan argumen debitur dengan meminta Surat Tanah
bebas agunan dan hutang yang belum terlunasi. Pertimbangan Hakim menyimpulkan bahwa
klaim debitur tidak dapat dibuktikan secara memadai dengan bukti-bukti yang diajukan,
sementara jawaban PT. Bank Negara Indonesia dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Medan dalam beberapa aspek dianggap lebih meyakinkan, maka pertimbangan ini telah
dinyatakan benar. €) Penolakan Petitum Kashmiri (debitur); Hakim menolak petitum debitur
yang meminta Surat Tanah bebas agunan dalam kondisi baik. Hakim menganggap tuntutan tak
memiliki dasar memadai karena hutang belum terlunasi dan lelang sesuai prosedur. f)
Penolakan Petitum Sita dan Biaya Perkara; Semua petitum pokok ditolak, debitur dianggap
kalah dan harus membayar biaya perkara.
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Saran

1. Saran Bagi Debitur, untuk menghindari masalah dalam perjanjian kredit, disarankan bagi
debitur memahami secara seksama semua ketentuan dan kewajiban sebelum menandatangani
perjanjian, dan apabila diperlukan, dapatkan penjelasan lebih lanjut dari pihak kreditur. Ketika
menghadapi kesulitan pembayaran, debitur disarankan menjaga komunikasi terbuka dengan
kreditur untuk mencari solusi seperti restrukturisasi atau perpanjangan jangka waktu. Dalam
menangani sengketa atau masalah pembayaran, pertimbangkan opsi penyelesaian di luar
pengadilan seperti mediasi atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling
menguntungkan.

2. Saran Bagi Kreditur, adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas dengan
memastikan bahwa semua informasi terkait perjanjian kredit disampaikan dengan jelas kepada
debitur. Hal ini termasuk ketentuan tentang pembayaran, denda, dan konsekuensi wanprestasi.
Selanjutnya kreditur harus dapat berkomunikasi secara aktif dengan debitur. Jika mengalami
kendala dalam pembayaran, kreditur dapat mencari solusi bersama guna menghindari eskalasi
sengketa. Dan kreditur mampu memilih penyelesaian yang tepat dikarenakan apabila terjadi
sengketa, pertimbangkan opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan terutama hubungan
dengan debitur yang ingin dipertahankan.

3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya
a. Analisis Dalam Perspektif Hukum

Peneliti dapat mengembangkan pendekatan hukum dengan pendekatan lainnya untuk
memahami aspek-aspek ekonomi yang terlibat dalam penyelesaian kredit macet melalui
lelang hak tanggungan. Penelitian ini dapat melibatkan analisis mengenai efisiensi proses
lelang, evaluasi nilai aset yang dilelang, dan dampak ekonomi dari penyelesaian kredit
macet.

b. Regulasi Terhadap Proses Penyelesaian Kredit Macet

Peneliti dapat memeriksa peran regulasi dalam proses penyelesaian kredit macet. Ini
mencakup analisis peraturan dan perundangundangan yang berlaku terkait penyelesaian
kredit macet, serta implikasinya terhadap keputusan debitur dan kreditur.

c. Rekomendasi untuk Perbaikan Sistem Penyelesaian Kredit Macet Peneliti dapat
memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan dalam proses penyelesaian kredit macet,
baik dari perspektif hukum, regulasi, maupun praktik perbankan.
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